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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya 

buku "Administrasi Kebijakan Publik Bidang Pertahanan" ini. 

Dinamika lingkungan strategis global yang semakin kompleks—ditandai 

dengan ancaman multidimensi seperti siber, hibrida, dan non-

tradisional—mengharuskan negara memiliki sistem pertahanan yang 

adaptif. Membangun postur pertahanan yang tangguh bukan lagi 

sekadar soal alutsista modern, tetapi juga tentang administrasi dan 

kebijakan yang efektif. Buku ini hadir sebagai panduan untuk 

memahami bagaimana pengelolaan pertahanan dapat dioptimalkan 

melalui pendekatan kebijakan publik. Dengan perpaduan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman praktis, buku ini memaparkan 

pentingnya sinergi antara kebijakan, anggaran, personel, dan logistik. 

Administrasi pertahanan yang mumpuni adalah prasyarat mutlak bagi 

Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan dan mencapai Visi 

Indonesia Emas 2045.Semoga buku ini menjadi kontribusi berharga 

bagi kemajuan pertahanan negara. 

Jakarta, Agustus 2025 

 

 

Kolonel Laut (E) Dr. Ir. Lukman Yudho Prakoso., S.I.P., M.A.P., 

M.Tr.Opsla., I. P. U., ASEAN Eng 
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BAB 1 

PENGANTAR ADMINISTRASI  

KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PERTAHANAN 

 

A. DEFINISI DAN KONSEP ADMINISTRASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM 

KONTEKS PERTAHANAN  

Memahami administrasi kebijakan publik di bidang pertahanan 

adalah langkah awal yang krusial. Konsep ini menggabungkan dua 

disiplin ilmu yang berbeda, yaitu administrasi publik dan studi 

pertahanan, untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. 

Administrasi publik sendiri secara klasik didefinisikan sebagai 

implementasi kebijakan pemerintah oleh birokrasi, atau secara lebih 

luas sebagai manajemen semua urusan publik (Wilson, 1887). 

Sementara itu, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau 

keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah 

atau isu yang dianggap penting oleh masyarakat (Dye, 2017). 

Ketika kedua konsep ini digabungkan, administrasi kebijakan 

publik bidang pertahanan dapat didefinisikan sebagai seluruh proses 

manajerial dan birokrasi yang dilakukan oleh negara untuk 

merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan 

yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Proses ini 

melibatkan berbagai aktor dan institusi, mulai dari lembaga legislatif, 



 

 

BAB 2 

LANDASAN KEBIJAKAN PUBLIK  

BIDANG PERTAHANAN DI ERA MODERN 

 

A. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL: DAMPAK 

TERHADAP PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN 

Perumusan kebijakan pertahanan suatu bangsa tidak pernah terjadi 

dalam ruang hampa. Ia adalah produk dari interaksi kompleks antara 

aspirasi nasional dan realitas lingkungan strategis global. Di era modern, 

lingkungan ini tidak lagi sekadar tentang persaingan militer 

konvensional, melainkan sebuah ekosistem yang dinamis dan saling 

terhubung. Pergeseran pusat gravitasi kekuasaan, revolusi teknologi, 

dan munculnya ancaman non-tradisional secara fundamental 

mengubah cara negara memandang dan merumuskan kebijakan 

pertahanannya. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar 

dengan posisi geopolitik yang krusial, memahami dinamika ini bukan 

hanya penting, tetapi merupakan syarat mutlak untuk menjamin 

kedaulatan dan keamanan nasional. 

 

 

 



 

 

BAB 3 

PROSES ADMINISTRASI  

KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PERTAHANAN 

 

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN: TAHAPAN DAN AKTOR 

KUNCI  

Perumusan kebijakan pertahanan adalah jantung dari administrasi 

pertahanan sebuah negara. Ini adalah proses kompleks dan 

multidimensi yang melibatkan identifikasi masalah, perancangan solusi, 

dan pengambilan keputusan. Proses ini tidak terjadi dalam ruang 

hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari 

dinamika politik domestik hingga gejolak lingkungan strategis global. 

Memahami tahapan dan aktor yang terlibat adalah kunci untuk 

menganalisis efektivitas administrasi pertahanan suatu negara. 

 

1. Tahapan Perumusan Kebijakan Pertahanan: Sebuah Siklus yang 

Berkesinambungan 

Proses perumusan kebijakan pertahanan dapat dianalisis melalui 

model siklus kebijakan publik, meskipun dengan adaptasi spesifik untuk 

konteks pertahanan. Tahapan ini tidak selalu linear, tetapi seringkali 

interaktif dan berulang. 



 

 

BAB 4 

ADMINISTRASI PERTAHANAN  

MENUJU VISI INDONESIA EMAS 

 

A. PERAN ADMINISTRASI PERTAHANAN DALAM MENCAPAI VISI 

INDONESIA EMAS 2045  

Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah cita-cita besar yang 

menempatkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan 

berpengaruh di kancah global. Visi ini didasarkan pada empat pilar 

utama: pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, keberlanjutan pembangunan 

ekonomi, ketahanan sosial dan budaya, serta tata kelola pemerintahan 

yang baik. Dalam narasi pembangunan holistik ini, peran administrasi 

pertahanan seringkali dianggap terpisah atau hanya sebagai 

pendukung pasif. Namun, kenyataannya, administrasi pertahanan 

adalah pilar yang sangat fundamental dan merupakan katalisator yang 

krusial untuk mewujudkan setiap aspek dari visi tersebut. 

 

 

 

 



 

 

BAB 5 

PERBANDINGAN ADMINISTRASI  

KEBIJAKAN PERTAHANAN: STUDI 

KOMPARATIF BARAT DAN TIMUR 

 

A. MODEL ADMINISTRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA BARAT 

(AS DAN NATO)  

Administrasi kebijakan pertahanan di negara-negara Barat, 

terutama Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), 

adalah model yang telah berkembang pesat dan sering dijadikan tolok 

ukur global. Model ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang berakar 

kuat pada nilai-nilai demokrasi liberal, seperti kontrol sipil, transparansi, 

dan akuntabilitas. Mempelajari model ini secara mendalam adalah 

kunci untuk memahami bagaimana negara-negara Barat mengelola 

kekuatan militer mereka dan implikasinya bagi arsitektur keamanan 

global. 

 

1. Pengantar: Ciri Khas Model Administrasi Pertahanan Barat 

Model administrasi pertahanan Barat memiliki beberapa ciri khas 

yang membedakannya dari model lainnya. Ciri-ciri ini bukanlah 

kebetulan, melainkan hasil dari evolusi historis dan politik yang 

panjang. 



 

 

BAB 6 

PENUTUP 

 

A. TANTANGAN UTAMA ADMINISTRASI KEBIJAKAN PERTAHANAN  

1. Urgensi Evaluasi Administrasi Pertahanan 

Administrasi kebijakan pertahanan merupakan salah satu sektor 

yang paling strategis dalam tata kelola negara modern. Fungsi 

utamanya adalah memastikan keamanan dan kedaulatan negara, 

sekaligus menciptakan stabilitas yang memungkinkan pembangunan 

nasional berjalan dengan lancar. Di tengah perubahan lingkungan 

strategis global yang penuh ketidakpastian, administrasi pertahanan 

menghadapi tantangan yang semakin kompleks. 

Kebijakan pertahanan tidak lagi dapat dipandang semata-mata 

sebagai urusan militer. Ia telah melebur dalam konteks yang lebih luas, 

yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan bahkan lingkungan hidup 

(Baylis, Wirtz, & Gray, 2019). Dengan demikian, pertahanan negara 

harus dipahami sebagai hasil interaksi antara berbagai faktor 

multidimensi yang saling memengaruhi. 
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